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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Komunikasi sangat penting dalam perkembangan zaman dewasa ini.Untuk 

menyampaikan maksud dan informasi, seseorang perlu saling berkomunikasi satu 

sama lain dengan orang lain. Karena komunikasi secara ilmiah dapat juga berarti 

proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan 

simbol-simbol tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung 

(menggunakan media) untuk mendapatkan umpan balik (feedback). 1 Dulu 

seseorang berkomunikasi terbatas oleh ruang, jarak dan waktu karena sarana dan 

prasarana berkomunikasi juga terbatas. Namun dengan berkembangnya zaman, 

setiap orang dapat memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain 

tanpa harus memperhatikan ruang, jarak dan waktu. 

Untuk mendukung komunikasi diantara para pihak ini maka digunakanlah 

suatu media komunikasi yaitu telekomunikasi yang bisa menyampaikan informasi 

atau pesan antar para pihak. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman informasi 

atau pesan dari suatu tempat ke tempat lain, dan biasanya berlangsung dua arah. 

Telekomunikasi mencakup semua bentuk telekomunikasi jarak jauh, termasuk 

radio, telegraf, telepon, komunikasi data, danjaringan komputer.2 Telekomunikasi 

merupakan suatu teknologi yang kian tidak terkendali dewasa ini, selalu 

berkembang dan mengalami kemajuan setiap saat. Salah satunya adalah telepon 

1 www.telkom-indonesia.com, Visi dan Misi Telkom, Sabtu, 6 Agustus 2005 
2 Ibid 
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yang merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi yang memudahkan konsumen 

(publik) untuk memenuhi kebutuhannya berkomunikasi. 

Peranan telekomunikasi ke depan akan sangat menonjol terutama sejalan 

dengan globalisasi dan meningkatnya peran informasi di harnpir semua aspek 

kehidupan manusia. Sehingga telekomunikasi dijadikan salah satu sektor utama 

dalam pembangunan nasional. Peran telekomunikasi sendiri mempunyai arti 

penting dan strategis bagi negara Indonesia diantaranya memperkukuh persatuan 

dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan dan mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan, mendorong upaya mencerdaskan bangsa, 

memperlancar pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat hubungan antar 

bangsa.3 

Dari data International Telecommunication Union (ITU), disebutkan 

bahwa pertumbuhan atau penambahan 1 % (satu persen) teledensitas akan 

memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sebesar 3 % (tiga persen). Sementara 

Satuan Sambungan Telepon (SST) di Indonesia masih sangat rendah karena baru 

mencapai 6, 7 juta SST dengan perbandingan jumlah penduduk sebanyak 210 juta 

penduduk. Hanya tiga SST untuk per 100 penduduk atau dapat dihitung 

teledensitasnya hanya tiga persen. 

PT.TELKOM memegang peranan penting dalam dunia 

pertelekomunikasian di Indonesia. PT.TELKOM bergerak dalam bidang 

pelayanan jasa yang sifatnya umum dan profit oriented yang melibatkan pihak 

3 Ibid 
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pemerintah clan masyarakat (konsumen). Namun, kenyataaannya masih tetap 

didominasi pemerintah sepenuhnya. 

PT.TELKOM sebagai suatu perusahaan jasa pertelekomunikasian 

terkemuka di Indonesia memiliki v1s1 clan misi untuk memajukan 

pertelekomunikasian Indonesia. Visi PT.TELKOM adalah menjadi pelaku 

infokom terkemuka di kawasan regional. Sedangkan misinya adalah memberikan 

layanan "One Stop lnfocom" dengan kualitas yang prima dan harga kompetitif, 

mengelola usaha dengan cara yang terbaik dengan mengoptimalkan SDM yang 

unggul, dengan teknologi yang kompetitif clan dengan Business Partner yang 

sinergi.4 Business Partner yang sinergi disini artinya menjalin kerjasama dengan 

usaha bisnis lain yang berkaitan dengan peran dan tugas PT.TELKOM dan 

bersifat saling menguntungkan bagi PT.TELKOM dan usaha lain tersebut. 

Misalnya sekarang yang cukup marak dalam masyarakat, yaitu premium call. 

Premium call merupakan salah satu layanan baru yang diberikan oleh 

PT.TELKOM sebagai penyedia akses clan bekerjasama dengan service provider 

(SP) yang melayani content (informasi). 5 

Dengan kata lain, penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh salah satu asas pembangunan nasional 

yaitu asas kemitraan seperti yang tertuang dalam pasal 2 UU No.36 tahun 1999 

tentang Telekomunikasi. Asas kemitraan mengandung makna bahwa 

penyelenggaran telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang 

harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

4 Ibid 
5 Telkom "Macan Ompong" Bisnis Premium Call?, Warta Konsumen, September, 2004, h.26 
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Selain melibatkan pemerintah, PT.TELKOM juga melibatkan masyarakat 

sebagai konsumen pengguna jasa telekomunikasi. Untuk menunjukkan betapa 

pentingnya arti daripada konsumen maka PT.TELKOM menyediakan devisi 

pengaduan yang keberadaannya diharapkan dapat lebih memberikan rasa 

kepuasan kepada konsumen dengan mendengar, memperhatikan, melayani dan 

menindaklanjuti keluhan-keluhan dari pihak konsumen (pelanggan telepon). 

Memuaskan pelanggan memang tidaklah mudah tapi penting sekali. 

Pertama untuk memberikan citra yang baik di bidang pelayanan jasa 

telekomunikasi. Citra adalah sesuatu yang sangat penting dan harus tetap bisa 

dipertahankan pada tingkat yang positif . 6 Citra sangat penting bagi perusahaan 

yang menyangkut pelayanan kepada publik, seperti halnya dengan PT.TELKOM. 

Jika tidak dipertahankan mulai dari sekarang, maka pada waktunya masyarakat 

tidak akan percaya dengan lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik 

tersebut. Oleh karena itu PT.TELKOM berusaha memberikan pelayanan kepada 

konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Harus dipahami terlebih dahulu perilaku 

konsumen sehingga PT.TELKOM akan menyusun strategi untuk memenuhi dan 

melayani kebutuhan konsumen dengan sebaik-baiknya sekaligus memberikan 

kepuasan bagi konsumennya tersebut. Kedua, konsumen adalah salah satu aset 

dalam mencapai tujuan dan kemajuan dari PT.TELKOM dan sangat penting bagi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu bangsa. 

Namun pada kenyataannya, sering kita dengar dan kita lihat di berbagai 

media cetak dan media elektronik mengenai banyaknya keluhan-keluhan dari 

6 Bisnis Telekomunikasi di Indonesia Masih Didominasi Kepentingan Pemerintah, Kompas, 29 
Januari, 2002, h.34 
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masyarakat pengguna jasa telekomunikasi baik yang sifatnya teknis maupun yang 

sifatnya non teknis yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa 

telekomunikasi itu sendiri. Kerugian yang bersifat teknis antara lain disebabkan 

karena adanya gangguan pada perangkat teknis atau saluran telekomunikasi yang 

menghubungkan jaringan telekomunikasi PT.TELKOM dengan instalasi 

pelanggan sehingga menyebabkan gangguan pada penggunaan pesawat telepon. 

Sedangkan kerusakan yang bersifat non teknis antara lain kesalahan pencatatan 

biaya pulsa akibat kelalaian dari petugas PT.TELKOM sendiri. 

Dengan dirasa betapa pentingnya pertelekomunikasian dalam kehidupan 

dewasa ini maka sangat diperlukan pengembangan aspek hukum dalam dunia 

pertelekomunikasian Indonesia yaitu dalam hal perlindungan konsumen. 

Dalam skripsi ini spesifikasi kajian penulisan adalah membahas berbagai 

jenis kerugian pengguna jasa telekomunikasi, khususnya pelanggan telepon dan 

upaya perlindungan hukumnyajika suatu saat terjadi sengketa antar PT.TELKOM 

sebagai penyediajasa dengan pihak pelanggan sebagai pihak konsumenjasa. 

Masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan jasa telekomunikasi 

tersebut terlebih dahulu melakukan proses register atau pendaftaran dengan 

melengkapi segala persyaratan yang akan mengikat kedua belah pihak yaitu antara 

konsumen dengan PT.TELKOM sebagai penyedia jasa. Perjanjian ini dituangkan 

dalam perjanjian berlangganan telepon dan berlaku jika telah disepakati oleh 

keduanya. Perjanjian antara kedua belah pihak ini merupakan perjanjian obligatoir 

(yang melahirkan perikatan) merupakan fasilitas yang mengatur hubungan­

hubungan hukum diantara kedua belah pihak. 
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Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal. 7 Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan 

antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu 

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis. 8 

Dalam perjanjian berlangganan telepon ini terdapat dua subyek hukum 

yang terlibat secara langsung, pertama adalah PT.TELKOM selaku persero yang 

diserahi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

dengan kedudukannya sebagai penyedia jasa (pelaku usaha) dan kedua adalah 

pengguna jasa telekomunikasi (pihak pelanggan telepon) dalam hal kedudukannya 

sebagai konsumen jasa. 

Bentuk perjanjian pelayanan jasa telekomunikasi yang dilakukan antara 

kedua belah pihak ini dapatlah dikategorikan sebagai perjanjian baku, artinya 

bentuk maupun isi perjanjian ditentukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak 

lain tinggal menyatakan setuju atau tidak atas hal-hal yang diperjanjikan. Jadi 

pihak PT.TELKOM akan memberikan klausula-klausula yang akan diperjanjikan 

antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian berlangganan telepon dan pihak 

konsumen akan menyatakan persetujuannya atau tidak pada saat proses register 

atau pendaftaran pertama kali. Sehingga pembuatan perjanjian tersebut dibuat 

secara sepihak oleh pihak PT.TELKOM, dan pihak konsumen mau tidak mau 

7 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XX, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 1 
8 Ibid 
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harus menyetujui klausula-klausula tersebut jika ingin menjadi pengguna jasa 

telekomunikasi atau berlangganan telepon. 

Mengenai tata cara pembuatan perjanjian baku tersebut bukanlah suatu 

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti halnya tercantum 

dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." 

Perikatan yang timbul antara kedua belah pihak tentunya akan 

menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka sebagai konsekuensinya apabila terjadi salah satu pihak tidak 

mematuhi kewajibannya maka pihak lainnya yang merasa dirugikan dapat 

menuntut haknya. Dalam prakteknya, pihak pengguna jasa telekomunikasi yang 

sering dirugikan dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan jasa telekomunikasL 

sehingga pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi kepada 

PT.TELKOM atas hak-hak pelanggan yang tidak terpenuhi. 

Dengan adanya pihak yang merasa dirugikan maka tentu dimungkinkan 

terjadi sengketa. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pelayanan yang 

diberikan oleh PT.TELKOM sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat 

teknis maupun bersifat non teknis, baik yang sengaj a atau karena kelalaian salah 

satu pihak sampai pada akhirnya menimbulkan kerugian baik materiil maupun 

immateriil. 

Kewajiban PT.TELKOM sebagai pihak penyedia jasa jelas mengandung 

konsekuensi hukum, apabila kewajiban tidak dipenuhi dengan baik termasuk 
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kelalaian pihak penyedia jasa yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa 

maka menjadi tanggung jawab dari PT. TELKOM unruk memberikan ganti rugi 

kepada pihak pelanggan, kecuali PT.TELKOM dapat membuktikan bahwa 

kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Hal ini 

telah diatur dalam pasal 15 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 

Dan apabila pihak PT.TELKOM tidak berkehendak unruk bertanggung 

jawab, maka pihak konsumen akan menuntut ganti rugi secara gugatan perdata 

sesuai yang dinyatakan dalam pasal 45 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Dari uraian yang dikemukakan diatas dapat diambil beberapa rumusan 

permasalahan yang akan dibahas dalam bah selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara pihak PT.TELKOM sebagai 

penyedia jasa dengan pihak pelanggan sebagai konsumen jasa dalam 

pemenuhan dan pelayanan kebutuhan jasa telekomunikasi ? 

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum menurut peraturan perundang­

undangan yang berlaku atas kerugian yang dialami oleh pihak pelanggan 

dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan jasa telekomunikasi yang 

menjadi tangungjawab dari pihak PT.TELKOM? 

1.2. Penjelasan Judul 

Penulisan skripsi ini ditulis dalam bidang hukum perdata dengan judul 

Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Telekomunikasi. Unruk lebih 

jelasnya akan diuraikan maksud dari judul tersebut. 
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Pengertian Perlindungan Konsumen ada keterkaitannya dengan isi dari 

pasal 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana 

disebutkan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." 

Sedangkan pengertian pengguna jasa telekomunikasi sendiri berkait 

dengan dengan isi dari pasal 1 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 

yaitu "Pengguna adalah pelanggan dan pemakai" dan "Jasa Telekomunikasi 

adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi 

dengan menggunakanjaringan telekomunikasi." 

Jadi Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa telekomunikasi 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna jasa 

telekomunikasi (pihak pelanggan) dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan 

jasa telekomunikasi. 

1.3. Alasan Pemilihan Judul 

Judul ini diambil didasarkan atas keadaan atau kondisi akhir-akhir ini yang 

sering kita dengar dan kita lihat dari berbagai media cetak, radio, televisi dan 

bahkan lewat internet. Mengenai banyaknya keluhan-keluhan yang ada dari 

pengguna jasa telekomunikasi khususnya pengguna jasa telepon. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena banyaknya gangguan-gangguan baik yang 

sifatnya teknis maupun yang sifatnya non teknis yang menyebabkan kerugian bagi 

pihak pengguna jasa telekomunikasi sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian 

berlangganan telepon dengan PT.TELKOM. Sebagai konsekuensi dari perjanjian 



yang telah dibuat oleh pihak-pihak tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan 

dapat menuntut ganti rugi kepada PT.TELKOM atas hak-hak pelanggan yang 

tidak terpenuhi. 

Beranjak dari alasan tersebut diatas, saya dalam skripsi ini ingin meninjau 

dari segi yuridis bagaimana aspek-aspek perlindungan keperdataan bagi pengguna 

jasa telekomunikasi khususnya pengguna jasa telepon. Pada dasarnya kedudukan 

antara para pihak seimbang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, namun 

sebaliknya dalam kenyataannya kita dapat merasakan bahwa sebenarnya 

"bargaining position" dari pengguna jasa telekomunikasi (pihak pelanggan) itu 

sangat lemah. 

1.4. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

2. Memberikan gambaran bahwa peran hukum sangat diperlukan dalam 

penggunaan jasa telekomunikasi, khususnya penggunaan jasa telepon 

dan memberikan masukan agar pihak yang terikat dalam perjanjian 

berlangganan telepon dapat mengetahui kedudukan hukum masing­

masing pihak, sehingga tercipta suatu perlindungan hukum bagi mereka 

yang membuat perjanjian tersebut, terutama dalam hal penyelesaian 

sengketa yang timbul dalam hal pemenuhan dan pelayanan kebutuhan 

jasa telekomunikasi. 
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Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 

Metode Statute Approach ini dilakukan dengan mencari jawaban atas 

rumusan permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam perundang­

undangan. 

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 macam bahan hukum yaitu bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer berupa norm.a hukum tentang perlindungan 

konsumen bagi pengguna jasa telekomunikasi. Norma hukum tersebut 

dikumpulkan dari berbagai sumber bahan hukum, diantaranya peraturan 

perundang-undangan seperti UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sedangkan 

bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengkaji pendapat-pendapat hukum 

dari buku-buku, karya tulis atau media lain yang dapat menunjang penulisan 

skripsi ini. 

b. Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk menghasilkan bahan hukum primer yang lengkap yaitu dengan 

mengadakan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

mengumpulkan beberapa fakta yang diperoleh dari narasumber atau staff di 

PT.TELKOM dengan cara wawancara. 
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Sedangkan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, karya 

tulis atau media lain dikumpulkan dengan mengadakan pengelompokkan 

berdasarkan keterkaitannya dengan pembahasan permasalahan dalam 

penulisan ini. Setelah bahan hukum yang diinginkan telah terkumpul maka 

dilakukan pengolahan bahan hukum dan menganalisanya. 

c. Analisis Bahan Hukum 

Dengan menganalisa bahan hukum yang tersedia dalam penelitian ini 

digunakan dua tahapan analisa. 

Tahap pertama adalah analisa bahan hukum primer dan analisa bahan 

hukum sekunder secara terpisah. Bahan hukum primer yang diperoleh melalui 

peraturan perundang-undangan akan dibandingkan satu sama lain 

penyelesaian sengketanya. Kemudian didukung dengan melakukan 

wawancara dengan narasumber yang berkompeten sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam menafsirkan fakta yang ada. Sedangkan bahan hukum 

sekunder yang terkumpul dari buku-buku, karya tulis dan media lain dianalisa 

dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum yang ada dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Tahap kedua dengan menggabungkan bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang telah dianalisa pada tahap pertama. Dan kajian ini 

digunakan studi pustaka. 
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1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Supaya lebih sistematis dan mudah dipahami, penulisan skripsi ini dibagi 

dalam 4 bab, yaitu : 

Bab I merupakan pendahuluan yang akan memberikan penjelasan 

mengenai latar belakang permasalahan beserta perumusannya, dengan harapan 

dapat menggambarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam bab-bab 

selanjutnya. 

Bab II dari skripsi ini akan membahas tentang pengertian, klasifikasi dan 

keabsahan dari perjanjian yang dibuat antara PT.TELKOM dan pengguna jasa 

telekomunikasi dalam perjanjian berlangganan telepon. Perjanjian berlangganan 

telepon ini merupakan dasar terjadinya hubungan hukum antara PT.TELKOM 

dengan pengguna jasa telekomunikasi yaitu pihak pelanggan, kemudian yang 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian 

tersebut. 

Bab III dari skripsi ini akan membahas berbagai jenis-jenis kerugian dari 

pengguna jasa telekomunikasi dalam pemenuhan dan pelayanan jasa 

telekomunikasi oleh pihak PT. TELKOM. Serta akan dibahas mengenai upaya 

perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas terjadinya kerugian 

pengguna jasa telekomunukasi. 

Bab IV merupakan bah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya dan saran-saran terhadap permasalahan yang ada dalam bab­

bab sebelumnya. 



BAB II 

HUBUNGAN HOKUM KONSUMEN DENGAN PT.TELKOM 

2.1. Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal.9 Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan sendiri mempunyai arti suatu 

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak. 

yang satu berhak. menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian merupak.an sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 

Pada kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi terdapat 

kesepakatan antara kedua pihak yaitu antara PT.TELKOM dengan pelanggan 

telepon untuk mengadakan perjanjian pelayanan dan pemenuhan jasa 

telekomunikasi, dimana dari perjanjian tersebut menimbulkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. 

Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan 

antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan 

prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi tersebut. 10 

9 Subekti, Ibid 
10 Mr. J.H. Nieuwenhuis, Pokok- Pokok Hokum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, S.H., 
LL.M., Surabaya, 1985, h. l 

14 
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Dari pengertian diatas maka untuk dapat dikatakan sebagai suatu perikatan 

maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu : 

a. Hubungan hukum, dalam arti unruk terjadinya perikatan ini harus ada 

lebih dari satu pihak yang mengadakan persetujuan atau perjanjian. 

b. Dalam bidang harta kekayaan, dalam arti bahwa yang diperjanjikan 

menyangkut harta benda atau sesuatu yang bisa dinilai dengan benda 

(uang). 

c. Adanya kreditur dan debitur, dalam arti bahwa para pihak yang 

mengadakan perjanjian itu pasti salah satunya sebagai kreditur (pihak 

yang mempunyai hak) dan pihak lain sebagai debitur (pihak yang 

mempunyai kewajiban), dengan demikian ada keterkaitan satu sama lain, 

dan bila salah satu pihak wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut 

ganti rugi kepada pihak tersebut. 

d. Prestasi, dalam arti bahwa objek perjanjiannya itu apa atau yang harus 

dibuat oleh kedua belah pihak itu apa dan bagaimana. 

Dari keempat syarat perikatan tersebut, maka jika diterapkan dalam 

perjanjian/ kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi antara PT.TELKOM 

dengan pelanggan telepon akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hubungan hukum 

Kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi dibuat oleh kedua belah 

pihak yang bersepakat untuk mengadakan perjanjian pelayanan dan 

pemenuhan jasa telekomunikasi yaitu antara pihak PT.TELKOM dengan 
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pihak pelanggan telepon. Sehingga dari perjanjian tersebut menimbulkan 

suatu perikatan. 

b. Dalam bidang harta kekayaan 

Yang diperjanjikan dalam kontrak berlangganan sambungan 

telekomunikasi adalah mengenai jasa telekomunikasi, yang mana jasa 

telekomunikasi dinilai dengan pelanggan membayar biaya pasang baru, 

biaya sewa bulanan pertama kali, biaya mutasi, biaya Instalasi Kabel 

Rumah/Bangunan (IKR/G), biaya aktivasi fasilitas/fitur, biaya beban 

(abonemen) dan biaya penggunaan pulsa setiap bulan. 

c. Adanya kreditur dan debitur 

Dalam kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi, pelanggan 

telepon (konsumen) adalah sebagai kreditur yang berhak atas prestasi dari 

PT.TELKOM dan PT.TELKOM (pelaku usaha) adalah sebagai debitur 

yang mempunyai kewajiban melaksanakan suatu prestasi yaitu 

memberikan pelayanan dan pemenuhan jasa telekomunikasi. 

d. Prestatie 

Objek perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi adalah 

mengenai pelayanan dan pemenuhan jasa telekomunikasi. 

Menurut pasal 1233 BW dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan 

baik karena persetujuan, maupun undang-undang. Dan menurut pasal 1234 BW, 

tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau 

untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari kedua pasal diatas dapat dilihat adanya 

hubungan hukum yang erat antara perjanjian dan perikatan. 
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2.2 Klasifakasi Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi 

Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak PT.TELKOM dengan pihak 

pelanggan telepon yang dituangkan dalam kontrak berlangganan sambungan 

telekomunikasi, mulai clari pelaksanaan prosedur permohonan sampai dengan 

tidak adanya sanggahan/ keberatan clari pelanggan terhadap pelaksanaaan 

prosedur tersebut maka telah terjadi perjanjian antara para pihak yaitu 

PT.TELKOM dengan pihak pelanggan telepon. Perjanjian berlangganan telepon 

ini merupakan pelaksanaan dari az.as kebebasan berkontrak seperti yang diatur 

dalam pasal 1338 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya." Pasal terse but dapat diartikan bahwa kita diperbolehkan 

membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat 

mereka yang membuatnya atau dengan kata lain berlaku seperti undang-undang 

bagi pembuatnya. Pasal ini terkait dengan pasal 1233 BW yang menyatakan 

bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. 

Jadi perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat 

atas kesepakatan kedua belah pihak, maka segala sesuatu yang sudah disepakati 

dan disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam hat 

salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam 

perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan 

jalur hukum yang berlaku. 
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Unruk itu akan diklasifikasikan terlebih dahulu mengenai perjanjian yang 

timbul akibat hubungan hukum antar pihak PT.TELKOM dengan pihak pelanggan 

telepon. 

a. Perjanjian Jual Beli 

Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian dari perjanjian jual 

beli. Dari perkataan jual beli dapat kita lihat bahwa di dalam perbuatan 

tersebut ada dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu satu pihak yang 

menjual disebut penjual dan satu pihak yang membeli disebut pembeli. 

Definisi mengenai perjanjian jual beli sendiri telah banyak dikemukakan oleh 

beberapa pakar hukum. Menurut Subekti, definisi jual beli adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya unruk menyerahkan 

hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain unruk membayar harga yang 

telah dijanjikan. 11 Pihak yang menyerahkan hak milik atas suatu barang adalah 

si penjual sedang pihak yang membayar harga adalah si pembeli. Yang harus 

diserahkan penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi 

bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah 

penyerahan (levering) secara yuridis, bukannya penyerahan nyata (feitelijk). 

Dan "harga" yang dibayar oleh pembeli harus berupa sejumlah uang, karena 

bila tidak demikian dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual beli 

yang terjadi, tetapi rukar menukar (barter). 12 

Mengenai perjanjian jual beli juga diatur dalam hukum positif kita yaitu 

dalam pasal 1457 BW, tepatnya dalam buku IT bab V BW. Dimana ditegaskan 

11 Subekti, op.cit, h. 79 
12 Ibid 
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bahwa "Jual bell adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah diperjanjikan." 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual 

beli merupakan perjanjian timbal balik, yang artinya masing-masing pihak 

mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian yang dibuatnya. 

Dimana dalam perjanjian tersebut, pihak penjual berkewajiban menyerahkan 

hak milik atas barang tersebut, sedangkan pihak pembeli berkewajiban 

membayar harga barang yang diterimanya dari pihak penjual tersebut yang 

besarnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 

Jual beli adalah suatu perjanjian konsesuil, artinya ia sudah dilahirkan 

sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan 

hukum) pada detik tercapainya sepakat antara pihak penjual dan pihak 

pembeli mengenai unsur-unsur pokok (essentialia) yaitu barang dan harga, 

biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak. 13 

Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang 

bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang 

dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. 

Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut.14· 

Asas konsesualisme yang terkandung dalam perjanjian jual beli ini 

sesuai dengan hukum perjanjian dari BW. Sifat konsesualisme dari perjanjian 

jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458, yang berbunyi "Jual beli 

13 Ibid 
14 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet.X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.2 
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dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka 

mencapai sepakat tentang barang clan harga, meskipun barang itu belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar ." 

Asas konsesualisme dapat juga dilihat dari pasal 1320 BW, yaitu 

mengenai pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. 

Syarat- syarat itu antara lain : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 
3. Suatu hal tertentu ; 
4. Suatu sebab yang halal. 

Dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa dituntutnya sesuatu 

bentuk cara apapun, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai 

sepakat itu maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu 

atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Menurut hukum adat yang dinamakan jual beli ini tidak hanya 

menyangkut persetujuan dari kedua belah pihak saja, tetapi juga dengan 

penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, dengan maksud 

memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Adanya persetujuan 

antara kedua belah pihak yang berupa kata sepakat tentang maksud 

memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli serta 

pembayaran uang harga pembelian itu hanyalah bersifat pendahuluan untuk 

suatu perbuatan hukum tertentu, yaitu yang berupa penyerahan barang. 

Sehingga selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum belum ada 

jual beli dan pada hakekatnya belum terjadi perikatan apa-apa antara kedua 

belah pihak. Hal ini dapat dimengerti karena prinsip jual beli dalam hukum 
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adat Indonesia adalah harus terang dan tunai. Pengertian jual beli seperti ini 

adalah sesuai dengan cara berpikir masyarakat Indonesia yang bersifat nyata 

(realistik). 

Dalam perjanjian jual beli tentu saJa terdapat subjek hukum yang 

melaksanakannya, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban. Subjek dalam perjanjian ini adalah dapat 

berupa orang perorangan maupun badan hukum. Subjek hukum yang berupa 

orang perorangan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan, yaitu harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, 

setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah 

cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 BW disebutkan beberapa orang 

yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian. 

Disamping subjek hukumnya, dikenal pula objek perjanjian jual beli, yaitu 

barang yang oleh mereka dijual atau dibeli. Dalam pasal 1457 BW dipakai 

istilah "benda" atau "zaak" untuk menentukan apa yang dapat dijadikan objek 

perjanjian jual beli, maka hal tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a Pasal 1332 BW : "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 
yang dapat menjadi pokok persetujuan." 

b. Pasal 1333 BW: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu 
barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan 
bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat 
ditentukan atau dihitung." 
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Pelaksanaan Perjanjian Jual Deli 

Hubungan hukum yang terjadi antara PT.TELKOM sebagai pelaku 

usaha dan pelanggan sebagai konsumen dituangkan dalam suatu perjanjian 

tertulis. Adapun perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian jual beli antara 

PT. TELKOM dengan pihak pelanggan telepon. 

Disini PT.TELKOM selaku pelaku usaha dalam bisnis 

pertelekomunikasian telah menjual jasa hero.pa pelayanan telekomunikasi 

lewat sambungan telepon sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, 

sebaliknya juga pelanggan yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian 

tersebut wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya atas pemakaian atau 

pemanfaatan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

Adapun perjanjian jual beli ini dapat digolongkan sebagai perjanjian 

baku, yang artinya adalah perjanjian yang terjadi dengan cara salah satu pihak 

menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah 

dicetak dan kemudian disodorkan pada pihak lainnya untuk disetujui dengan 

tanpa memberikan kebebasan pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas 

syarat-syarat yang disodorkan. 15· Dalam perjanjian antara PT.TELKOM dan 

pelanggan tersebut, bentuk, isi, maupun formatnya telah ditentukan secara 

baku oleh PT.TELKOM dalam bentuk formulir. Jadi dengan demikian 

pelanggan hanya tinggal menandatanganinya sebagai tanda menyetujui isi 

perjanjian tersebut. Pihak pelanggan selaku konsumen terpaksa menerima isi 

15 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para 
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, lnstitusi Bank Indonesia, Jakarta, I 993, h.66 
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perjanjian karena didorong oleh kebutuhan untu.k menggunakan Jasa 

telekomunikasi. 16 

Seperti halnya perjanjian jual beli secara umum, yang mengenal adanya 

subyek hukum dan obyek hukum dalam perjanjiannya, maka demikian juga 

hal ini terdapat dalam perjanjianjual beli telekomunikasi. Pihak penjual dalam 

perjanjian jual beli telekomunikasi yang dilakukan, maka dikenal dua subyek 

hukum yaitu pihak penjual yang dalam hal ini adalah PT.TELKOM dan pihak 

pembeli yang dalam hal ini adalah pelanggan telepon. 

Adapun yang menjadi obyek dalam perjanjian jual beli ini adalah jasa 

telekomunikasi. Menurut pasal 1457 BW yang menggunakan benda atau zaak 

untu.k menentukan apa yang menjadi obyek dalam perjanjian jual beli. 

Sehingga dalam hal ini telekomunikasi dapat dijadikan obyek perjanjian 

dalam perjanjian jual beli, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku maka 

PT.TELKOM selaku pelaku usaha dapat menghaki telekomunikasi dan 

menjadikan telekomunikasi sebagai obyek perjanjian jual beli telekomunikasi 

sesuai dengan bidang usahanya yaitu memberikan pelayanan dan pemenuhan 

kebutuhan telekomunikasi. 

b. Perjanjian Sewa Menyewa 

Dengan adanya hubungan antara pihak PT.TELKOM dengan pihak 

pelanggan menimbulkan adanya perjanjian diantara kedua belah pihak. 

Dimana perjanjian tersebut disamping perjanjian jual beli juga merupakan 

perjanjian sewa menyewa. Dalam pengertian sewa menyewa dapat dilihat 

16 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Cet.II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 
h.93 
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bahwa tindakan tersebut terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu 

pihak si penyewa dan pihak yang menyewakan. 

Mengenai pengertian sewa menyewa telah disebutkan dalam pasal 1548 

BW, yaitu sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu mengikat dirinya untuk: memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan 

dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu 

harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. 17 

Perjanjian sewa menyewa yang terdapat dalam buku ill bah VII BW, 

berlaku juga untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis 

barang, baik yang tak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang 

tidak memakai waktu tertentu. Perkataan "waktu tertentu" seperti yang 

tersebut dalam pasal 1548 BW bukan merupakan suatu syarat yang mutlak 

untuk perjanjian sewa menyewa. Karena dalam perjanjian sewa menyewa 

tidak perlu disebutkan berapa lama barang disewakan, asal sudah disetujui 

berapa harga sewanya. Seperti yang tertuang dalam pasal 1579 BW, yang 

berbunyi "Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya 

dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, 

kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya". Namun pasal ini ditujukan dan 

hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu tertentu 

karena sudah selayaknya seseorang yang sudah menetapkan berapa lama 

barangnya dapat disewakan, tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu 

tersebut belum lewat dengan dalih ia hendak memakai sendiri barang yang 

17 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.:XX, Intennasa, Jakarta, 2004, h.90 
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disewakan itu. Sebaliknya, kalau seseorang menyewakan barang tanpa 

menetapkan suatu waktu tertentu, sudah tentu ia berhak untuk menghentikan 

sewa setiap waktu, asalkan memberitahukan jauh sebelumnya tentang 

pengakhiran sewa sesuai dengan kebiasaan setempat. 

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian 

lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil. Artinya ia sudah sah 

dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, 

yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan 

barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang 

terakhir ini adalah untuk membayar harga sewa. 

Dalam perjanjian sewa menyewa, barang itu diserahkan tidak untuk 

dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. Sehingga 

penyerahan tersebut hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas 

barang yang disewakan itu bukan pemindahan hak milik baru. Kalau 

seseorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar 

sesuatu, maka yang terjadi itu adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si 

pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang 

terjadi, tetapi sewa menyewa. 

Dalam perjanjian sewa menyewa tentu saja terdapat subjek hukum yang 

melaksanakannya, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang 

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. 

Subjek dalam perjanjian sewa menyewa adalah bebas. Dapat berupa orang­

perorangan maupun badan hukum yang harus memenuhi syarat yang telah 
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ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyewakan 

adalah pihak yang menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya 

menyerahkan hak milik atas barang itu, maka ia tidak perlu menjadi pemilik 

dari barang tersebut. Sedangkan pihak penyewa merupakan pihak yang 

memakai barang yang disewakan sebagai "bapak rumah yang baik", yang 

berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang kepunyaannya 

sendiri. 

Disamping subjek hukumnya, dikenal pula objek perJanJ1an sewa 

menyewa yaitu barang yang dalam perjanjiannya untuk disewakan kepada 

pihak penyewa dan berupa harga sewa, dalam sewa menyewa tidaklah 

menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa. Dapat 

dikatakan bahwa objek perjanjian sewa menyewa adalah bebas, semua jenis 

barang baik yang tak bergerak maupun yang bergerak dapat disewakan (pasal 

1549 BW). 

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa 

Hubungan hukum yang terjadi antara PT.TELKOM selaku pelaku usaha 

yang mengelola jasa pertelekomunikasian di Indonesia dituangkan dalam 

perjanjian tertulis dengan pelanggannya dalam kontrak berlangganan 

sambungan telekomunikasi. 

PT.TELKOM selaku pengelola telah memberikan pelayanan jasa 

telekomunikasi pada pelanggannya sesuai dengan apa yang telah dituangkan 

dalam perjanjian yang telah disepakati, demikian pula sebaliknya para 

pelanggan yang telah mengikatkan diri wajib membayar sejumlah uang 
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sebagai imbalan atau biaya atas jasa yang telah diberikan oleh pihak 

PT.TELKOM. 

Pada pelaksanaannya, PT.TELKOM selalu berusaha untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, hal ini mengingat telekomunikasi 

merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat guna 

lebih memudahkan segala urusan dan kepentingannya. 

Adapun obyek perjanjian sewa menyewa itu adalah "benda" atau "zaak" 

yang disewakan, khususnya jaringan akses, yaitu jaringan atau saluran 

telekomunikasi yang menghubungkan jaringan telekomunikasi TELKOM 

dengan instalasi PELANGGAN, mulai dari kabel dan saluran penanggal atau 

perangkat akses radio (radio suscriber sets) beserta catu daya hingga ke titik 

luar Kotak Terminal Batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama (RPU) dan 

harga sewa (abonemen) sebagai kewajiban pelanggan yang wajib dibayar 

setiap sebulan sekali, sehingga harga dan barang dapat dijadikan obyek dalam 

perjanjian sewa menyewa. 

Adapun pengertian pelayanan Jasa telekomunikasi yaitu pelayanan 

dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan 

penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. 

2.3. Keabsahan dan Prosedur Berlangganan Sambungan Telekomunikasi 

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam 

perjanjian berlangganan telepon diberikan kebebasan untuk menentukan isi, 
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bentuk. clan luasnya perjanjian tersebut. Namun demikian, kebebasan tersebut 

bukannya tanpa pembatasan. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak itu 

terdapat dalam pasal 1320 BW, karena di dalam pasal diatur mengenai keabsahan 

dari perjanjian tersebut. Dalam pasal tersebut terdapat 4 syarat sahnya suatu 

perjanjian termasuk perjanjian berlangganan telepon, yang uraiannya antara lain: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 

Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus 

bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari 

perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga 

dikehendaki oleh pihak yang lain, sehingga mereka menghendaki sesuatu 

yang sama secara timbal balik. 

b. Kecakapan untuk. membuat suatu perjanjian 

Cakap menurut hukum artinya orang yang sudah dewasa atau akil balig. 

Dalam pasal 1329 BW disebutkan bahwa "Setiap orang adalah cakap 

untuk. membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-unclang tidak 

dinyatakan tak cakap". Sedangkan yang dikatakan tidak cakap untuk. 

membuat suatu perjanjian ada dalam pasal 1330 BW, yaitu antara lain: 

1. Orang-orang yang belum dewasa ; 
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang­

Unclang, dan semua orang kepada siapa Unclang-Undang telah 
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

c. Suatu hal tertentu 

Maksud mengenai hal tertentu adalah tentang hal atau barang apa yang 

dijadikan objek perjanjian serta hak-hak clan kewajiban kedua belah pihak 
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jika timbul suatu perselisihan. Jadi kedua belah pihak tahu persis 

mengenai barang tersebut. Misal dalam suatu perjanjian jual beli sudah 

diketahui jenis dan status barang yang diperjualbelikan. 

d. Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal maksudnya lebih mengenai isi perjanjian itu sendiri 

dengan tidak mempennasalahkan motivasi atau alasan serta penggunaan 

objek atau barang. Sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 

1337 BW. 

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas merupakan unsur essensial suatu 

perjanjian. Unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan 

kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat 

subjektif. Dalam hal suatu syarat subjektif itu tidak dipenuhi perjanjiannya bukan 

batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya 

perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak 

yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. 

Tetapi selama tidak ada putusan pembatalan dari hakim atas permintaan pihak 

yang meminta pembatalan, maka perjanjian yang telah dibuat masih tetap 

mengikat pihak-pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Bahwa 

pembatalan dapat dihilangkan dengan adanya penguatan oleh orang tua, wali atau 

pengampu tersebut. Perjanjian yang demikian disebut Vernietigbaar. 

Sedangkan syarat objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang 

merupakan objek yang diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa perjanjian 

yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang dilarang atau 
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diperkenankan menurut hukum. Dalam hal syarat objektif, kalau syarat tersebut 

tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Dapat dikatakan bahwa dari 

semula perjanjian tersebut tidak pemah ada atau dilahirkan dan tidak pemah ada 

suatu perikatan, otomatis tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut 

untuk melakukan suatu perikatan adalah gagal. Dan tentu saja tidak ada dasar 

untuk saling menuntut di depan hakim. 

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut diatas jika diterapkan dalam 

perjanjian berlangganan telepon yang dituangkan dalam suatu kontrak 

berlangganan sambungan telekomunikasi antara PT.TELKOM dengan pelanggan 

telepon akan dibahas sebagai berikut : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Perjanjian berlangganan telepon tidak mungkin akan terjadi bila 

salah satu pihak baik PT.TELKOM maupun pelanggan tidak ada 

kesepakatan untuk membuat perjanjian. Perjanjian berlanggganan 

telepon telah lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara pihak 

PT.TELKOM dengan pihak pelanggan telepon, kesepakatan untuk saling 

mengikatkan diri terjadi dengan penandatanganan di dalam perjanjian 

oleh pihak pelanggan telepon yang merupakan tanda bahwa pihak 

pelanggan telepon mengakseptasi penawaran yang diberikan oleh pihak 

PT.TELKOM. Dalam prakteknya kesepakatan antara PT.TELKOM 

dengan pelanggan telepon dituangkan dalam bentuk pengisian kontrak 

berlangganan sambungan telekomunikasi sebagai bukti bahwa pihak 

pelanggan telepon telah mengikatkan diri untuk menjadi pelanggan 
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PT.TELKOM, sebaliknya pihak PT.TELKOM mengikatkan diri untuk 

memenuhi kelancaran pemenuhan dan pelayanan jasa telekomunikasi 

kepada pihak pelanggan telepon. 

Untuk mendapatkan sambungan telepon maka prosedur registrasi 

yang umum diterapkan adalah : 

1) Mengajukan permohonan ke kantor TELKOM terdekat. 

2) Mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi : 

- Fotocopy KTP/ SIM/ Pasport yang masih berlaku, untuk 

perusahaan melampirkan salinan akta pendirian. 

- Bukti kepemilikan rumah bila KTP tidak sama dengan alamat 

instalansi, yaitu dalam hal keperluan balik nama pelanggan. 

- Surat perjanjian kontrak dan surat kuasa bila alamat instalansi 

bukan milik pelanggan. 

- Jawaban mungkin tidaknya permintaan sambungan telepon akan 

diberikan selambatnya dalam jangka waktu 14 hari. 

- Menandatangani kontrak berlangganan sambungan telepon, serta 

membayar: 

a Biaya pasang baru. 

b. Biaya pasang tambahan bilamana lokasi berada diluar daerah 

jangkauan pelayanan. 

c. Sewa bulanan pertama kali. 

- Menandatangani formulir Permintaan Pengiriman 

INTAGJASTEL. 
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Pengiriman INTAGJASTEL merupakan salah satu bentuk 

kerjasama PT.TELKOM dengan suatu badan usaha yang 

menyediakan jasa untuk mengirimkan Infonnasi Tagihan Jasa 

Telekomunikasi (INTAGJASTEL) ke alamat pelanggan telepon 

setiap bulannya dengan dikenakan biaya sesuai tarif yang 

berlaku. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Dalam hal pembuatan perjanjian berlangganan telepon maka 

kecakapan para pihak terutama bagi pihak pelanggan merupakan hal 

yang penting mengingat akibat hukum yang lahir dari perjanjian 

tersebut. Dalam praktek, salah satu syarat umum yang harus dipenuhi 

oleh pelanggan atau calon pelanggan harus menyerahkan fotocopy 

identitas diri yaitu KTP/ SIM/ akta pendirian perusahaan/ passport yang 

masih berlaku. Ini menunjukk:an bahwa seseorang atau badan yang tidak 

atau belum cakap tidak akan dipenuhi pennintaan sambungannya, secara 

logika orang yang belum dewasa tidak mungkin memiliki KTP ataupun 

SIM dan lain-lainnya. 

3. Suatu hal tertentu 

Hal ini jelas bahwa hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian 

berlangganan adalah sambungan telepon sebagai obyek perjanjian. 
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4. Suatu sebab yang halal 

Bahwa perjanjian berlangganan telepon yang dibuat oleh 

PT.TELKOM dengan pihak pelanggan sama sekali tidak bertentangan 

dengan UU, kebiasaan, ketertiban umum, dan lain-lain. 

2.4 Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Berlangganan Sambungan 

Telekomunikasi 

Kedudukan pelanggan selaku konsumen dan PT.TELKOM selaku pelaku 

usaha, keduanya mempunyai hubungan yang sifatnya mengikat satu sama lain 

atas dasar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Dalam melakukan hubungannya para pihak dibatasi oleh aturan-aturan 

hukum dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak supaya 

tidak ada yang dirugikan. 

Mengenai pengertian konsumen dapat dilihat dalam Undang-Undang No.8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

Adapun hak-hak dari konsumen telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 antara lain : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/ ataujasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jarninan yang 
dijanjikan; 
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3. Hak atas infonnasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/ atau jasa ; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang 
digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut ; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ; 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif ; 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila 

barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya ; 

9. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan kewajiban dari konsumen diatur dalam pasal 5, yaitu antara lain : 

L Membaca atau mengikuti petunjuk infonnasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ; 

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa ; 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ; 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Sedangk:an pengertian dari Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekenomi. 

Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam pasal 6, 

diantaranya : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangk:an ; 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beriktikad tidak baik ; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengk:eta konsumen ; 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang 
diperdagangkan ; 
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5. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Kewajiban dari pelaku usaha diatur pula dalam pasal 7, diantaranya : 

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ; 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan ; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif ; 

4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa 
yang berlaku ; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba 
barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan, dan/ atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan ; 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang 
diperdagangkan ; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ 
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Dilihat dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kedudukan para pihak 

baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai kedudukan yang seimbang 

dengan adanya batasan-batasan yang mengatur hubungan kedua belah pihak. 

Dengan adanya perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh masing­

masing pihak dalam perjanjian berlangganan telepon, maka akan menimbulkan 

adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus 

ditaatinya. Namun perlu diingat bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 

harus ditaatinya bukan hanya timbul dari perjanjian jual beli yang dibuat oleh 

pihak PT.TELKOM dengan pihak pelanggan, melainkan juga hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang berasal atau bersumber dari peraturan perundang­

undangan. 
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Pada pelaksanaan perjanjian jual beli jasa ini, konsumen terlebih dahulu 

membayar uang muka pemasangan sambungan baru, yang kemudian dilanjutkan 

dengan membayar biaya beban (abonemen) per bulan ditambah dengan biaya 

pulsa yang dipakai ditambah pajak. Biaya beban (abonemen) bagi segmen bisnis 

dan residensial (perumahan) pun tarifnya juga dibedakan, biasanya tarif bagi 

bisnis misal PT, CV lebih besar dibandingkan dengan tarif residensial. Oleh 

karena konsumen telah membayar sejumlah uang sesuai dengan tarif yang 

diperjanjikan ataupun tarif layanan yang diterbitkan PT.TELKOM, maka dalam 

hal ini konsumen adalah kreditur yang berhak atas prestasi dari pihak 

PT.TELKOM selaku pelaku usaha yang mempunyai kewajiban melaksanakan 

suatu prestasi yaitu memberik:an pelayanan dan pemenuhan jasa telekomunikasi. 

Dengan adanya perik:atan yang telah disepakati para pihak, maka hak dan 

kewajiban yang merupakan hasil dari kesepakatan itu akan segera muncul dan 

harus dipenuhi kewajiban dari masing-masing pihak agar perikatan yang dibuat 

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak. 

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 

Perik:atan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua 

pihak atau lebih yang membuat suatu perjanjian. Apabila dua orang mengadakan 

suatu perjanjian maka mereka bennaksud agar berlaku suatu perik:atan hukum. 

Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka 

berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi sehingga 

hubungan hukum antara pihak PT.TELKOM dengan pihak pelanggan mempunyai 

sifat yang sating mengikat antara keduanya. 



BAB III 

UPAYA PERLINDUNGAN HOKUM DAN PENYELESAIAN 

SENGKETA MENURUT PERATURAN PERUNDANG­

UNDANGAN YANG BERLAKU 

3.1 Jenis-Jenis Kerugian Konsumen Telekomunikasi 

Persoalan konsumen merupakan persoalan sehari-hari yang sering kita 

lihat, dengar atau bahkan kita rasakan sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perlakuan pada konsumen di Indonesia dirasakan kurang memenuhi arti dalam 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal ini bisa dilihat dari beberapa 

konsumen yang merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen, dan kiranya jenis layanan telekomunikasi yang selama ini juga 

dikeluhkan pelayanannya oleh masyarakat khususnya pelanggan telepon. 

Setidaknya hak-hak dan kewajiban dari konsumen perlu diperhatikan oleh 

pihak PT.TELKOM selaku penyedia jasa. Seperti halnya yang tercantum dalam 

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang kita lihat 

dari bah yang terdahulu bahwa kedudukan konsumen jasa telekomuniksi lebih 

lemah dibandingkan PT.TELKOM, menyebabkan perlu adanya aturan khusus 

yang mengatur, sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu bahwa dalam 

bisnis pelayanan jasa bidang telekomunikasi, perjanjian yang ada dibuat dalam 

bentuk baku yang sifatnya sepihak. Disamping itu konsumen harus memenuhi 

kewajibannya dan belum menerima apa yang menjadi haknya. Pada pelaksanaan 

pelayanan Jasa telekomunikasi, PT.TELKOM menggunakan kontrak 
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berlangganan sambungan telekomunikasi untuk mengikat konsumen dengan 

ketentuan-ketentuan pendukung demi kejelasan identitas dari konsumen. hal ini 

dimaksudkan untuk mengantisipasi konsumen yang beriktikad tidak baik seperti 

halnya apabila ada konsumen yang sengaja menunggak pembayaran tagihan 

bulanan atau biaya pemakaian jasa telekomunikasi maka PT.TELKOM dapat 

melakukan upaya atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan telepon. 

Namun ketentuan atas kelalaian atau kesengajaan melakukan pelanggaran 

yang dilakukan oleh PT.TELKOM kurang diatur dalam perjanjian, maka terlihat 

kedudukan dari PT.TELKOM lebih kuat dari konsumen. Di dalam menerima 

pengaduan mengenai permasalahan telekomunikasi, sering dijumpai bahwa setiap 

ada kaitannya dengan pelayanan publik maka yang ditonjolkan/ dikedepankan 

bukan perlindungan terhadap konsumen namun kewajiban konsumen dan sanksi 

jika konsumen lalai memenuhi kewajibannya selalu dikedepankan. 18 Sebaliknya 

sanksi apa yang diberikan kepada pelaku usaha jika kewajibannya dilanggar, 

selama ini belum ada. Yang kita tahu selama ini pelaku usaha selalu terbebas dari 

sanksi. Perlu diingat bahwa hak dari konsumen adalah menikmati pelayanan jasa 

layanan dari penyedia jasa secara baik, tidak ada gangguan dalam pemakaian 

fasilitas dan apabila terjadi pelanggaran atas pelayanan jasa yang menjadi 

kewajiban dari PT.TELKOM yang menimpa konsumen yang bukan karena 

kesalahan konsumen maka harus dicari jalan keluarnya. 

PT.TELKOM merupakan suatu badan hukum dalam melaksanakan 

tugasnya memberikan pelayanan dan pemenuhan jasa telekomunikasi kepada 

18 Profil Pengaduan Konsumen Telepon 2003, Warta Konsumen, Januari, 2004, h.28 
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pelanggan tidak pernah lepas dari bermacam-macam bentuk gangguan dalam hal 

melaksanakan tugasnya tersebut. Gangguan-gangguan ini seringkali menyebabkan 

kerugian bagi pihak pelanggan, sehingga tidak sedikit yang mengeluhkan akibat 

gangguan-gangguan tadi, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non 

teknis. Berdasarkan analisa di lapangan, maka devisi pengaduan PT.TELKOM 

pada prinsipnya mengelompokkan keluhan-keluhan konsumen pengguna jasa 

telekomunikasi tadi ke dalam beberapa pengaduan. Beberapa pengaduan 

terbesarnya diantara lain adalah : 

1. Pengaduan rekening atau tagihan 

Dari tahun ke tahun, keluhan konsumen mengenai rekening atau 

tagihan telepon selalu menduduki peringkat tertinggi dalam pemenuhan 

dan pelayanan jasa telekomunikasi. Devisi pengaduan PT.TELKOM 

Madiun khususnya telah mencatat bahwa hampir 50% pengaduan 

konsumen pengguna jasa telekomunikasi adalah mengenai tagihan 

telepon. 19 

Pengaduan mengenai masalah rekening atau tagihan banyak sekali 

penyebabnya, diantaranya disebabkan karena : 

a. Kesalahan dalam pencatatan biaya pulsa oleh pihak PT.TELKOM. 

Walaupun pencatatan biaya pulsa dihitung dengan menggunakan 

sistem komputer yang cukup akurat, tapi bisa saja sesekali terjadi 

kekeliruan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 

kerusakan pada komponen perangkat teknis yang digunakan 

19 Hasil Wawancara dengan lbu Lilik Sukarti, Costumer Service, Kandatel Madiun 



40 

sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal, atau dikarenakan 

faktor manusia (Human Error), dan lain sebagainya. Keterkaitan 

antara pengoperasian alat pencatat pulsa dengan sumber daya 

manusianya harus selalu akurat dan benar, agar tidak merugikan 

salah satu pihak khususnya pihak pelanggan. 

b. Pemakaian telepon oleh pelanggan tidak seperti penggunaan yang 

sebenarnya. 

Pelanggan mengeluhkan masalah ini karena merasa selalu 

mengontrol penggunaan telepon, terutama pada saat melakukan 

SLJJ. 

c. Pemakaian telepon untuk layanan premium call. Kasus seperti ini 

paling banyak terjadi di masyarakat, sehingga permasalahan yang 

kerap terj adi dalam layanan ini adalah tunggakan pembayaran 

(billing). 

Jika pelanggan merasa mendapat tagihan yang tidak sesuai dengan 

penggunaan (tagihan di luar dugaan), maka dapat mengajukan pengaduan/ 

klaim tagihan secara tertulis kepada pihak PT. TELKOM setempat. 

Pengaturan mengenai pengajuan klaim tagihan telah diatur dalam 

kontrak berlangganan telekomunikasi yaitu antara lain : 

- 2.2.6. Pelanggan berhak mendapatkan informasi tentang besarnya 

tagihan jasa telekomunikasi (info billing). 

- 2.2. 7. Pelanggan berhak mengajukan klaim tagihan apabila diyakini 

bahwa tagihan tidak sesuai atau melampaui penggunaan. 
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- 7 .1. Klairn keberatan atas tagihan TELKOM akan diproses apabila : 

a. Diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan oleh 

PELANGGAN melalui PUSY ANTEL, Call Center atau Internet, 

paling lambat 1 bulan setelah tanggal batas akhir waktu 

pembayaran, dan 

b. PELANGGAN membayar uang titipan kepada TELKOM sejumlah 

uang yang disepakati oleh kedua belah pihak, minimal sama 

dengan rata-rata pembayaran tagihan 3 bulan terakhir. 

- 7 .2. Paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya klaim 

tagihan, TELKOM harus sudah memberikan jawaban mengenai hasil 

pemeriksaan teknis dan administratif atas data pemakaian/ penggunaan 

jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi yang bersangkutan. 

- 7.3. Dalam hal terbukti adanya kesalahan tagihan TELKOM, maka 

TELKOM wajib memperbaiki tagihan dimaksud dan membayar 

restitusi kepada PELANGGAN, apabila uang titipan lebih besar dari 

tagihan TELKOM setelah dikoreksi dengan cara : 

a. Diperhitungkan dengan tagihan TELKOM bulan berikutnya, atau 

b. Diselesaikan sesuai dengan permintaan pelanggan. 

- 7.4. Dalam hal tidak terbukti adanya kesalahan tagihan TELKOM, 

maka uang titipan secara otomatis berubah menjadi uang pembayaran 

tagihan dan pelanggan harus melunasi kekurangannya ( selisih antara 

jumlah tagihan dengan uang titipan). 
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- 7.5. Apabila hingga batas waktu dimaksud butir 7.2 berakhir dan 

TELKOM tidak memberikan jawaban atas klaim tagihan tersebut, 

maka secara otomatis tagihan TELKOM berubah menjadi sama 

dengan yang titipan, sedangkan uang titipan menjadi uang pembayaran 

tagihan bulan dimaksud. 

Namun hendaknya juga diperhatikan mengenai faktor-faktor yang 

dapat menentukan cepat tidaknya keluhan pelanggan tersebut segera 

ditanggapi. 

Jadi kesimpulannya, pelanggan memang mempunyai hak untuk 

mengajukan klaim tagihan, namun evaluasi, penanganan dan keputusan 

tetap hak penuh dari PT.TELKOM, karena pelanggan sebagai pengguna 

jasa telekomunikasi dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. 

2. Pengaduan gangguan 

Pengaduan gangguan ini disebabkan karena adanya gangguan dalam 

fungsi penerimaan pesawat telepon konsumen, misalnya : 

a. Penerimaan yang kurang jernih. 

b. Tidak terdengar nada panggil ketika menelepon. 

c. Tidak terdengar nada dering ketika ditelepon. 

d. Salah sambung seolah-olah nomor telepon yang sama dengan 

pemakai yang berbeda. Pada waktu menggunakan telepon atau 

menerima telepon sering terjadi induksi percakapan orang lain 

sedang bicara sehingga mengalami kesulitan apabila akan 

menggunakan telepon. 
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Untuk mengatasi permasalahan konsumen mengenai pengaduan 

gangguan tersebut maka pihak PT.TELKOM telah mengatur dalam 

kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi yang disepakati kedua 

belah pihak pada awal berlangganan telepon, yaitu pada point 2 tentang 

kewajiban PELANGGAN dan pada point 3 tentang kewajiban TELKOM. 

Point 2 diantaranya menyebutkan, PELANGGAN berkewajiban : 

- 2.1.6.Melaporkan kepada TELKOM jika sambungan 

telekomunikasinya mengalami gangguan/ kerusakan. 

- 2.1. 7. Melaporkan secara tertulis kepada TELKOM jika sambungan 

telekomunikasinya mengalami gangguan/ kerusakan. 

Sedangkan pada point 3 disebutkan, TELKOM berkewajiban : 

- 3 .1.1. Memberikan pelayanan yang baik, jujur dan transparan kepada 

PELANGGAN. 

- 3.1.4. Memelihara jaringan akses agar tetap dapat berfungsi dengan 

baik. 

- 3.1.7. Memberikan kompensasi/ ganti rugi jika Janunan tingkat 

layanan (Service Level Guarantee) tidak dipenuhi. 

Selain menggunakan ketentuan point 3 tersebut, maka konsumen 

juga dapat menuntut kewajiban PT.TELKOM dengan mengacu pada 

ketentuan point 5 yaitu mengenai ganti rugi dan pembatasan tanggung 

jawab TELKOM antara lain : 

- 5.1. Kerusakan atau gangguan pada jaringan akses dan/ atau jaringan 

telekomunikasi TELKOM dapat menimbulkan hak bagi 
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PELANGGAN untuk mendapatkan ganti rugi, dengan syarat 

kerusakan atau gangguan tersebut : 

a. Tidak disebabkan oleh kesalahan PELANGGAN, dan 

b. Telah dilaporkan secara lisan atau tertulis kepada TELKOM, (Unit 

Pelayanan), dan 

c. Mengakibatkan sambungan telekomunikasi sama sekali tidak 

berfungsi atau tidak dapat digunakan melampaui waktu yang 

ditentukan dalam Jaminan Tingkat Layanan (Service Level 

Guarantee), terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Unit 

Pelayanan TELKOM. 

- 5 .2. Besarnya ganti rugi adalah sebesar biaya berlangganan bulanan 

(abonemen) per satu satuan sambungan telekomunikasi dan hanya 

diberikan 1 (satu) kali dalam 1 bulan tagihan. 

- 5.3. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh TELKOM dengan cara 

membebaskan pembayaran biaya berlangganan bulanan bulan 

berikutnya atau sesuai dengan permintaan PELANGGAN. 

- 5.4. Selain ganti rugi tersebut diatas, TELKOM dibebaskan dari 

tanggungjawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau 

telah diderita oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun 

tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya 

sambungan telekomunikasi, termasuk kerugian karena : 
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a. Perubahan jaringan akses, perubahan nomor atau perubahan 

jaringan telekomunikasi TELKOM berdasarkan ketentuan butir 

3 .2.1 diatas. 

b. Kegagalan interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan 

penyelenggara telekomunikasi lain. 

c. Kesalahan tagihan akibat dari akses/ pemakaian jasa 

telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara Jasa 

telekomunikasi lain di luar TELKOM. 

d. Kerusakan akibat kesalahan PELANGGAN. 

e. Kerusakan akibat peristiwa/ kejadian diluar batas kendali normal 

TELKOM. 

3. Pengaduan lain-lain 

Pengaduan lain-lain meliputi pengaduan diluar pengaduan mengenai 

tagihan dan pengaduan gangguan. Diantaranya pengaduan seputar 

permasalahan : 

- Pasang baru. 

Biasanya hal ini sering dikeluhkan oleh pelanggan karena pihak 

PT.TELKOM yang terlalu lama memberikan jawaban kepada calon 

pelanggan apakah rumahnya dapat segera dipasang sambungan 

telepon. 

- Kurang maksimalnya pelayanan dari petugas PT.TELKOM. 

Dalam praktek di lapangan sering ditemui pelayanan akan gangguan 

yang dialami pihak konsumen cenderung lambat dalam hal 
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penanganannya, karena sebenarnya hal ini merupakan hak dari 

konsumen atas kewajiban yang telah dipenuhinya. 

Namun hendaknya juga diperhatikan mengenai faktor-faktor yang 

dapat menentukan cepat tidaknya keluhan pelanggan tersebut segera 

ditanggapi oleh PT.TELKOM,20 yaitu antara lain: 

1. Siapa pengadu. Apabila pengadu seorang figur publik, akan mendapat 

respons berbeda dibandingkan pengadu seorang pelanggan biasa. 

2. Kepada siapa pengadu. Apabila pengadu punya akses ke Kadivre atau 

setidak-tidaknya Kandatel, akan mendapat respons berbeda 

dibandingkan mengadu ke customer service. 

3. Dalam situasi apa mengadu. Apabila pelanggan dapat kesempatan 

untuk mengutarakan keluhan dalam acara seperti Temu Pelanggan 

yang diliput puluhan media massa, PT.TELKOM tidak mau 

berspekulasi untuk tidak memberikan tanggapan yang manis-manis 

kepada konsumen. 

3.2. Cara Penyelesaian Menurut UU No.36 Tahun 

Telekomunikasi 

1999 tentang 

Dari sub bab sebelumnya dapat dilihat bahwa permasalahan yang kerap 

terjadi dalam pemenuhan dan pelayanan jasa telekomunikasi adalah mengenai 

masalah tagihan, khusunya tagihan premium call yang sangat merugikan pihak 

konsumen telepon. Pada umumnya, masyarakat tidak tahu persis berapa tagihan 

20 Sudaryatmo, Hokum dan Advokasi Konsumen, Cet.Il, Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, 
h.102 
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premium call dan bagaimana indikasi terjadinya tagihan premium call. Banyaknya 

konsumen yang merasa tidak mempergunakan fasilitas premium call ini temyata 

masih saja ditagih untuk melunasi oleh pihak PT.TELKOM. Kebanyakan 

konsumen tidak tahu harus mengadu kemana karena posisinya yang cukup lemah 

dan keterbatasan akses informasi. 

Dalam pasal 25 Keputusan Menteri Perhubungan No.21 Tahun 2001 

tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menyatakan bahwa premium call 

adalah salah satu jasa telekomunikasi nilai tambah telepon yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara jasa telekomunikasi nilai tambah telepon (Service Provider/ 

SP). Untuk menyelenggarakan layanan premium call, SP harus menyewa jaringan 

dari penyelenggara jaringan atau network provider, dalam hal ini PT.TELKOM. 

Dan berdasar pasal 30 Keputusan Menteri Perhubungan No.21 Tahun 2001, 

PT.TELKOM dilarang menyelenggarakan layanan premium call karena hanya 

berwenang menyediakan akses. Artinya ada pemisahan yang jelas dan tegas 

antara fungsi network provider dan service provider. 

Adanya ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

antara PT.TELKOM dengan SP yang lahir dari amanat pasal 21 UU No.36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi mewajibkan kepada SP untuk mencamtumkan kata­

kata ''No Sex, Politic dan Sara", nomor telepon untuk costumer care dan nama 

penyelenggara (SP) dalam iklan. 

Kerugian konsumen jasa telekomunikasi berkaitan dengan tagihan 

membengkak, baik akibat tagihan premium call atau non premium call paling 

banyak dikeluhkan di devisi pengaduan konsumen PT.TELKOM akhir-akhir ini. 
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Menanggapi keluhan tersebut, pihak PT. TELKOM biasanya mengatasinya dengan 

menunjukkan bukti print out kepada konsumen jika mereka mengelak membayar 

tagihan dengan alasan tidak pemah menggunakan telepon sampai sebesar itu. 

Pengaduan yang datang seputar masalah tagihan ini selalu diusahakan 

terselesaikan dengan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. 

Penunjukkan secara rinci pada bukti print out mengenai pemakaian jasa 

telekomunikasi yang digunakan oleh konsumen tadi merupakan salah satu 

pelaksanaan dari pasal 18 UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana 

disebutkan: 

Ayat (1) : Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/ merekam 
secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna 
telekomunikasi. 
Ayat (2) : Apabila pengguna memerlukan catatan/ rekaman pemakaian jasa 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), penyelenggara 
telekomunikasi wajib memberikannya. 
Ayat (3) : Ketentuan mengenai pencatatan/ perekaman pemakaian jasa 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bunyi pasal diatas juga disebutkan pada pasal 16 Peraturan Pemerintah 

No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pada pasal 17 ayat 

(1) PP tersebut juga disebutkan bahwa catatan/ rekaman sebagaimana dimaksud 

pada pasal 16 disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Pihak PT.TELKOM 

yang cenderung enggan memberikan hasil rekaman kepada pengguna jasa 

telekomunikasi apalagi bila konsumen pengguna jasa telekomunikasi dianggap 

terlambat melapor atau melebihi batas waktu penyimpanan hasil catatan/ rekaman 

menempatkan konsumen sebagai pihak pengguna jasa telekomunikasi yang tidak 

diuntungkan. 
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Sedangkan kerugian-kerugian konsumen yang lain seperti pengaduan 

gangguan, mak.a pihak. PT.TELKOM hanya bertanggung jawab sebatas gangguan 

pada pemak.aian jaringan akses, yaitu jaringan atau saluran telekomunikasi yang 

menghubungkan jaringan telekomunikasi PT.TELKOM dengan instalasi 

pelanggan, mulai dari kabel dan saluran penanggal atau perangkat ak.ses radio 

(radio suscriber sets) beserta catu daya hingga ke titik luar Kotak. Terminal Batas 

(KTB) atau Rangka Pembagi Utama (RPU). Jadi jika ada keluhan dari konsumen 

mengenai gangguan pada penerimaan pesawat telepon, mak.a petugas TELKOM 

akan mengecek terlebih dahulu apa penyebab dari gangguan tersebut. Jika 

gangguan disebabkan karena kerusak.an pada saluran sambungan teleponnya/ 

jaringan ak.sesnya, mak.a menjadi tanggung jawab dari PT.TELKOM untuk 

memperbaikinya. Tetapi jika gangguan disebabkan karena kerusakan pada 

perangkat dari pesawat telepon yang dimiliki oleh konsumen, mak.a bukan 

menjadi tanggung jawab dari pihak. PT.TELKOM, melainkan harus diperbaiki 

oleh petugas instalatir atas biaya dari pihak konsumen sendiri. 

Mengenai gangguan yang disebabkan oleh perbuatan seseorang sehingga 

menyebabkan gangguan pada penyelenggaran telekomunikasi, diatur pula dalam 

pasal 38 Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang 

menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat 

menimbulkan gangguan fisik dan elektromagetik terhadap penyelenggaraan 

telekomunikasi." 
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Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan 

telekomunikasi dapat berupa : 

a) Tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan 

telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya ; 

b) Tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya ; 

c) Penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis yang berlaku ; 

d) Penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio 

yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan 

terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya ; 

e) Penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya 

sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu 

penyelenggaraan telekomunikasi. 

Sedangkan untuk kerugian-kerugian konsumen yang ternyata disebabkan 

oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak PT.TELKOM, misal kesalahan dalam 

pencatatan pulsa, kesalahan pemasangan baru, kesalahan dalam hal perbaikan 

saluran untuk sambungan telekomunikasi, maka pihak-pihak yang dirugikan 

(konsumen) berhak mengajukan keluhannya kepada PT.TELKOM. Pihak 

PT.TELKOM pun juga berkewajiban memberikan ganti rugi jika memang 

terbukti pihaknyalah yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, 
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kecuali pihak PT.TELKOM dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan 

diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak PT.TELKOM. 

Hal ini diatur pada pasal 15 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

yaitu antara lain : 

Ayat (1) : Atas kesalahan dan/ atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi 
yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak 
mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. 
Ayat (2) : Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi 
dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh 
kesalahan dan/ atau kelalaiannya. 
Ayat (3) : Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti 
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bunyi pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No.36 Tahun 1999 juga tercantum pada 

pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi, sedangkan pada pasal 68 ayat (3) PP tersebut 

berbunyi "Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada 

kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan/ atau kelalaian penyelenggara 

telekomunikasi." 

Penyelesaian ganti rugi antara pihak PT.TELKOM dengan pihak konsumen 

ini diatur lebih lanjut pada pasal 69 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 yang 

menyebutkan : 

Ayat (1) : Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 
dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. 
Ayat (2) : Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Untuk penyelesaian ganti rugi melalui proses pengadilan adalah melalui 

Pengadilan Negeri (PN) dengan domisili hukum di lokasi kantor TELKOM 

setempat. 

3.3. Cara Penyelesaian Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang 

konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat 

pihak yang menimbulkan kerugian itu. Oleh karena itu, diberlakukanlah Undang­

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Menurut pendapat Romli bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) memang berpihak pada kepentingan perlindungan hukum terhadap 

konsumen. Posisi tawar (bargaining position) konsumen yang secara sosial 

ekonomi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (produsen/perusahaan), 

disejajarkan dengan menggunakan sarana hukum Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen.21 

Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan penegakan aturan 

hukum dan pemberian terhadap konsumen dapat diberlakukan sama bagi setiap 

konsumen maupun pelaku usaha, sehingga dapat menempatkan posisi konsumen 

yang selama ini cenderung hanya menjadi objek ke posisi subjek dalam 

perekonomian kita. 

21 Romli Atmasasmita, "Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Produsen pada Era 
Perdagangan Bebas : Suatu Upaya Antisipatif Preventif dan Represif', makalah pada Seminar 
Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum Nasional 
Menghadapi Era Perdagangan Bebas, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam 
Bandung, Bandung, 9 Mei 1998, h.15 
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Seperti disebutkan di bah sebelumnya, terutama pasal 4 huruf d dan huruf 

g UU Perlindungan Konswnen bahwa konswnen berhak untuk didengar pendapat 

dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan, serta berhak untuk 

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, maka 

PT.TELKOM selaku pelaku usaha harus menampung segala keluhan 

konsumennya atas jasa telekomunikasi dan menanggapi keluhan-keluhan tersebut 

secara cepat dan cermat. Sehingga pelayanan akan gangguan yang dialami 

konsumen oleh petugas PT.TELKOM tidak lagi dikatakan kurang maksimal. 

PT.TELKOM juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan atau kerugian konsumen atas pemakaian jasa telekomunikasi. Hal ini 

dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konswnen yang 

menyebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonswnsi 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Namun ketentuan ini 

tidak berlaku apabila PT.TELKOM dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut 

bukan akibat kesalahannya melainkan atas kesalahan konswnen (pasal 19 ayat 5 

Undang-Undang Perlindungan Konswnen). 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini pemerintah harus segera 

membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang 

beranggotakan para wakil dari seluruh potensi maupun kekuatan yang terlibat 

dalam perlindungan konswnen. Kedudukan lembaga itu sebagai mitra pemerintah 

dalam pengembangan upaya perlindungan konsumen yang fungsinya memberikan 

saran dan pertimbangan dalam usaha mengembangkan perlindungan konswnen. 
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Se lain BPKN, pemerintah juga segera membentuk Bad.an Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) beranggotakan unsur konsumen, pelaku usaha dan 

pemerintah. Badan ini sedikit-dikitnya beranggotakan 3 (tiga) orang dan 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan dibentuk secara bertahap di seluruh 

daerah tingkat II dengan pertimbangan untuk memudahkan konsumen yang 

dirugikan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Putusan yang dijatuhkan BPSK bersifat final dan mengikat, artinya tidak 

ada upaya banding dan kasasi. Namun para pihak diberikan kesempatan 

mengajukan keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima 

pemberitahuan putusan tersebut. Sementara itu, putusan BPSK yang tidak 

diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan eksekusinya kepada 

Pengadilan Negeri (PN) di tempat konsumen yang dirugikan. Dalam waktu yang 

hampir bersamaan pelaku usaha itu dihadapkan pada instrumen administrasi 

negara BPSK, instrumen hukum perdata (PN dalam bentuk penetapan eksekusi/ 

fiat executie) dan instrumen hukum pidana (penyidikan, penuntutan, bahkan 

proses peradilan pidana).22 

Namun sesuai dengan butir-butir Pancasila terutama musyawarah untuk 

mufakat, maka cara penyelesaian sengketa atau perselisihan antara PT.TELKOM 

dan pihak pelanggan ini hendaknya diselesaikan secara musyawarah terlebih 

dahulu. Dari penyelesaian secara dua arah ini diharapkan kedua belah pihak dapat 

saling menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, 

sehingga akan saling menguntungkan bagi keduanya. Apabila penyelesaian secara 

22 Yusuf Shofie, Perlindungao Koosumeo dao lostrumeo-Instrumen Hukumnya, Cet.II, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.12 
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musyawarah mufakat tidak tercapai, maka PT.TELKOM clan pelanggan dapat 

bersepakat menyerahkan penyelesaiannya ke Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri (PN) dengan domisili hukum di lokasi 

kantor TELKOM setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan kontrak berlangganan 

sambungan telekomunikasi point 12 mengenai penyelesaian perselisihan, yang 

menyebutkan : 

- 12.1. Perselisihan yang menyangkut pelaksanaan clan atau penafsiran atas 

Kontrak ini diselesaikan bersama oleh TELKOM clan PELANGGAN secara 

musyawarah. 

- 12.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah berdasarkan ketentuan butir 

12.1 tidak tercapai, maka TELKOM dan PELANGGAN sepakat menyerahkan 

penyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

atau Pengadilan Negeri (PN) dengan domisili hukum di lokasi kantor 

TELKOM setempat. 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen benar-benar 

memperhatikan keadaan pihak konsumen yang sering diposisikan sebagai pihak 

yang lemah atau menjadi mangsa produsen. 

Pihak konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan penyelesaian 

sengketa seperti yang diatur dalam pasal 45, 47 dan 48 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 

Pasal 45 menyebutkan : 

Ayat (1) : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen 
clan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan 
peradilan umum. 
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Ayat (2) : Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak 
yang bersengketa. 
Ayat (3) : Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana 
diatur dalam undang-undang. 
Ayat (4) : Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 
luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para 
pihak yang bersengketa. 

Pasal 4 7 menyebutkan : 

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau 
tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. 

Pasal 48 menyebutkan : 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan 
ketentuan dalam pasal 45 diatas. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan 

Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. 

ADR dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, 

settlement conference serta bentuk lainnya.23 Sedangkan dalam pasal 1 Undang­

Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa, arbitrase dibedakan dari altematif penyelesaian sengketa, karena yang 

termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. 

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK 

hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu : arbitrase, konsiliasi dan mediasi 

23 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 
Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.186 
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yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan 

menjadi tugas BPSK. 24 

Sedangkan pada pasal 48, penunjukkan pasal 45 dalam hal ini, lebih 

banyak tertuju pada ketentuan dalam ayat (4). Artinya penyelesaian sengketa 

konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila :25 

a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, atau 

b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak 

berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 

24 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hokum Perlindungan Konsumen, Cet.1, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2004, h.233 
25 Ibid. h.234 



4.1. Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

a. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara PT.TELKOM dengan 

pihak pelanggan telepon selain merupakan perjanjian jual beli juga merupakan 

perjanjian sewa menyewa. Dalam praktek yang ada, perjanjian yang dibuat 

antara PT.TELKOM dengan pelanggan telepon merupakan perjanjian yang 

bersifat baku. Dimana bentuk, isi dan format dari perjanjian tersebut 

ditentukan secara sepihak oleh pihak PT.TELKOM. Sedangkan pihak 

pelanggan hanya tinggal menyetujui atau tidak isi perjanjian tersebut dengan 

menandatangani perjanjian dalam bentuk suatu Kontrak Berlangganan 

Sambungan Telekomunikasi. Sehingga dalam hal ini menyebabkan lemahnya 

kedudukan pihak pelanggan (konsumen) dibandingkan dengan PT.TELKOM 

(pelaku usaha). Kedudukan konsumen yang Iemah tersebut perlu mendapatkan 

perlindungan hukum. Hal ini terkait dengan terjadinya gangguan yang 

menyebabkan kerugian bagi pihak pelanggan dalam hal pelayanan dan 

pemenuhan jasa telekomunikasi oleh PT.TELKOM. Sebagian diatur dalam 

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. PT.TELKOM 

wajib memberikan pelayanan yang baik, jujur dan transparan kepada 

pelanggan, termasuk memberikan ganti rugi jika Jaminan Tingkat Layanan 

(Service Level Guarantee) tidak dipenuhi. Sementara itu di dalam Undang­

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur 
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tentang kedudukan konsumen clan pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar 

penegakan aturan hukum dan pemberian perlindungan terhadap konsumen 

dapat diberlakukan sama bagi setiap konsumen maupun pelaku usaha. 

b. Dalam kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi terdapat klausula­

klausula yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para 

pihak yang tentunya akan sangat berguna bagi kelangsungan pelaksanaan 

kontrak berlangganan tersebut, khususnya menjaga hubungan antara kedua 

belah pihak sehingga keduanya mengerti apa-apa yang harus dilakuk:an dan 

apa-apa yang menjadi haknya dan tentunya apa yang ditentuk:an tersebut 

berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang bersepakat mengikatkan diri. 

4.2 Saran 

a. Dengan adanya Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi sebagai 

bentuk: perjanjian baku antara PT. TELKOM dengan pihak pelanggan, maka 

diharapkan kedua belah pihak saling memenuhi kewajibannya masing-masing 

agar kedudukannya seimbang dan mencegah perselisihan diantara mereka. 

Dan yang paling penting agar PT.TELKOM melakukan sosialisasi langsung 

atau penegasan kepada pelanggan (konsumen) terhadap ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi sebelum 

disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya dengan memberikan brosur­

brosur mengenai pelayanan dan pemenuhan jasa telekomunikasi oleh 

PT.TELKOM. 
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b. Dalam upaya mencegah perselisihan clan menyelesaikan sengketa yang timbul 

antara PT.TELKOM dengan pihak pelanggan telepon maka hendaknya pihak 

pelaku usaha (PT.TELKOM) menciptakan suatu sistem alat bukti yang tepat 

dan baik secara elektronik yaitu semacam alat untuk mendeteksi penggunaan 

telepon oleh pelanggan, misalnya : 

- Sistem kartu pra bayar, seperti yang ada pada handphone (HP). Hal ini 

akan memudahkan pihak pelanggan telepon mengontrol penggunaan 

teleponnya sehingga tagihan/ rekening teleponnya tidak terlalu 

membengkak. 

- Perubahan pesawat telepon yang mendukung sistem kartu pra bayar. Hal 

ini akan lebih mempermudah penggunaan sistem pra bayar tadi sehingga 

akan lebih menguntungkan pelanggan. 

Diharapkan dari dua alat pendeteksi tersebut dapat membantu dalam upaya 

penyelesaian sengketa antara PT.TELKOM dengan pelanggan telepon. 
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4 ,Contact Person rn I I I I I I j. I r I ! j j ·1 j j j j I j 17 
(d11s1 Nomor Tetepon// 1,,9fN/I II" ') 

Alamat Email 

Dalam hal 1ni bertindak untuk dan atas 11<1ma Diri Sendiri. Pemberi Kuas;i f-'crseorangan. Perusahaan/ Baclan Usaha atau Lembag,1 

5. Nama PELANGGAN I) 1111111111111111 1 Q1 

[] Kif ' D SIMD 1'.qxi Mo I I I I I I I I I I I 
/ /\l, 1111:il I I I I_L I _I I I .I _LLLLLICTLI I I 

I I I I I I I I I I I I T ·1 I I LJ 1<,,, 1,, 1•,, .. 

8. CustQn,e, ID I I I I I I I I I I I I I I I 
fl . l '()l,1)',11 1,111 / ,l;l' ,,1 y,111u rl1 111 i11t ;1 : D Pasa11913.1111 D Mut;i, ;1 D IKH/G .lmlh: LU J SST D Nornor l ' il111,m 

10. M11ta:;1 : D G,111 ti No111or D Balik Na111a · 0 Pindall Al,1 111,, t OLain-la111 : ___ _ 

11 . Jeni~ Sambun(Jilll : D Telepon D Fax D Telex Namer Utanm21 I I I j I [TI 
D Lain-.iJin : _ _ ________ _ 

12. Fasil1tas/Fitu rTelepo11 

13. Dipergunakan unluk Seg1 ,1e11 

: 0 Nadasela O Andma □ ~=~~I i O T, imitra O Lacrik O SLI O Kl If"' 

D □ □ □ Dortol □ TELKOM □ - . . Hunting Keyword Wake up disturL Memo Lain-lain : _ _ _ 
□ R cl , · ( /111,lf f l,r//,1•/ 

: D Bisnis fls: ens1al 

Biclang Usaha 

Sub Segmsn Sub Se:g,ncn : ______ _ 

14. Tingkat Layanan 

15. Pencantuman clalam BPT 

: D Platinum 

. □ Ya 

/tfll:,/(1/UII f-l lJtl i!}.IS) 

0 Gold O Silver 

□ Tidak 

. (dns, oleh Pcl111r,,1sJ 

D Standard 

Saya set~ju untuk terikat dengan ketentuan Kontrak Berlangganan Sambur,gan Telekomunikaj sebagaima,:ia tertuang di balik halaman in, . 
dan saya juga menyatal1an bahwa seluruh informasi yang ditulis di alas acl,ilah benar adany2 • 

Te:·1 .: ' '. r.~ I>.,•• • "- • 

Nama dan tanda tangan Pelugas TELKOM 

Keterangan : 

(Kol.I) 

MilftU .11 

Nama dan tanda tangan PELANGGAN 
atau Kuasa dari PELANGGA" 

1) Ji!<a ?enandalanganan Konlrak berbeda dengan nama PE LANG GAN yang lerlulis (Penanggungjawab). agar dilampirkan Surat Per1yataa11 dari 1i ilia, 
yang menjadi penanggung jawab sambungan telekomunikasi dimaksucl. 

2) Jika nomor sambungan telekomunikasi lebih dari satu, tuliskan nomor utamanya saja, sedangkan nomor selebihnya ditulis dibawah Catalan Petu~.,s 

Catalan Petugas : 
Nomor S3mbungan Yang Diberikan · 
Keterangan lain-la ,n 
• J Dalam hal Call Center belurn ada. tulis ;iomor telepon vang dapat dihubungi Pel~nggan 

Ke1en:ucn bP.rfangganan t,/1a1 /1a/a111a11 sevdflk.- iyil 

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk - KANTOR DAER AH PELAYANAr~ MADIUN 

JI. Pahlnwan No. 59 Telp. (0351) 49490 1 Fox. (035 1) 494902 (Service Point Telp. 162) Madiun G'l116 
Management of 
Telecom. Serv,r es 



I 
I. 

r' 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.5 

3.3 
3.3.1 

3.3.2 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

5. 
5.1 

Menolak permintaan ganti nomor yang diajukan PELANGGAN, jika secc1ra teknis dan admiriist•atif tidak dimungkinkan. 
Memeriksa instalasi PELANGGAN untuk memastikan agar sambungan telekomunikasi dapat berfungsi dengan baik. 
Mengenakan sanksi kepada ?ELANGGAN sesuai ketentuan butir 8. 

Larangan Bagi TELKOM 
TELKOM dilarang melakukan perubaran dalam bentuk apapun terhadap jaringan akses atau nomor sambungan :telekomunikasi, 
kecuali dilakukan sesuai ketentuan butir 3.2.1 ,i ·• 
TELKOM dilarang mengenakan sanksi kepada PELANGGAN selain sanksi berdasarkan keterituan butir,8. 

lnstalasi dan l<epemilikan atas lrstalasi 
Alas perrrnntaan dan biaya PELANGGAN, TELKOM dapat menyediakan instatasi PELANGGAN. 
lnstalas; PELANGGAI\J adalah milik PELANGGAN. 
lnstalasi jarirgan akses dan jaringan telekomunikasi adali h milik TELKOM. 

Ganti Rugi dan Pembatasan Tanggungjawab TELKOM. 
Kerusakan atau gangguan pada jaringan akses dan/atau jaringan telekomunikasi TELKOM dapat menimbulkan hak bagi PE LANG GAN 
untuk mendapatkan ganti rugi , dengan syarat kerusakan atau gangguan tersebut : . · 
a. tidak disebabkan oleh kesalahan PELANGGAN, dan 
b. telah dilaporkan secara lisan atau tertulis kepada TELKOM, (Unit Pelayanan), da:J 
c. mengakibatkan samb41lan telekomunikasi sama sekali tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan rnelampaui waktu yang ditantukan 

dalam Jaminan Tingkat Layanan (Service Level Guarantee), terhitung sejak tanggal diterirnariya laporan oleh Unit Pelayanan 
TELKOM. . 

5.2 Besarnya ganti rugi adalah sebesar biaya berlangganan bulanan (abonemen) per sati.J satuan sambunga_n telekoniuni~asi dan hanya 
diberikan 1 kci li dalam 1 bulan tagihan. 

5.3 Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh TELKOM dengan cara mernbebaskan pemb.ayaran biaya berlangganan bulanan bulan berikutnya 
atau sesuai dengan permintaan PELANGGAN. · ' · 

5.4 Selain ganti rugi tersebut diatas, TELKOM dibebaskan dari tanygungjawab alas kerugian dalcim bentuk apapun yang mungkin ateu 
telah diderita oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya 
sambungan telekomunikasi, termasuk k13rugian kc.rena ; ' 
a. perubahan jaringan akses, perubahan nomor atau perubahan jarlngan telekomunikasi TELKOM berdallarkan kotentuan butir 3.2.1 

di alas. 
b. kegagalan interkoneksi jaringan telekomunikasi denqan penyelenggara telekomunikasi lain. . , 
c. kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian jasa telekomunikasi yang disedia~an oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lain 

di luar TELKOM. 
d. kerusakan qkibat ke·salahan Pelanggan. 
e. · kerusakan akibat peristiwa/kejadian diluar batas kendali normal TELKOM. 

6. Tagihan, Tarif dan Blaya Jasa Telekomunikasi 
6 .1 Tagihan TELKOM memuat biaya jari nga11 dan/atau jasa telekomunikasi, yang terdiri dari : 

· a. Biava berlangganan bula11an (abonemen) Telepon/Faksimile/Telex, fa~ilitas/fitur atau peralatan la:nnya yang diberikan oloh TELl<OM. 
b. Biaya pem3kaian berdasarkan volume pemakaian dikalikan tarif yang berlaku. · 
c. Biaya lainnya seperti bea meterai, tagihan tunggakan, biaya mutasi (ijanti nomor, pindah alamat! belik nama), ::Jenda karena 

tunggakan, biaya jasa telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi lain yang ditagih o!eh TELKOM. 
6.2 lnformasi mengenai besaran tarif, denda dan jen is-jenis biaya lainnya sebagaimana dimaksud calam butir 6._1 termasuk perubahannya 

dari waktu ke waktu diberitahukan/diumumkan oleh TELKOM kepada PELANGGAN sebelum tangg::11 berlakunya,.seJ<Urang-kurangnya 
dilakukan 1 kali melalui media massa baik cetak maupun elektronik, atau dapat diketahui di brosur tarif atau di papan pengumur.,an 
di·Kantor TELKOM setempat. · 

6.3 lnformasi mengenai besarnya tagihan/rekening jasa telekomunikasi dapat diakses oleh PEL,'.\NG~AN melalul nomor akses info bi//. 
ing yang disediakan oleh TELKOM setempat. ' 

b.4 lnformasi mengenai jadwal pembayar::1n reguler yan~ .nemuat tanggal batas awal dan tanggal bata& akhlr masE. pembayaran 
diberitah.ukan oleh TELKOM kepada PELANGGAN sekurang-kurangnya 1 kali seb3lum tanggal pembayaran tagihan bulan per!ama, 
dan perubahannya (apabila ada) akan diberitahukan kasus per kasus. ' 

6.5 TELKOM setiap saat dapat menagih PELANGGAN le' ,ill awal dari jadwal pembayaran reguler dimaksud dalam butir 6.4 aµabila 
terdapat indikasi lonjakan besaran tagihan yang tidak wajar dari rata-rata tagihan sebelumnya, dan PELANGGAN wajib memhayar 
tagihan dimaksud se·suai dengan batas waktu yang tercantum dalam tagil1an TELKOM tersebut. · 

7. Klalm Tagihan 
7 .1 Klairn keberatan atas tagihan TELKOM akan di proses aoabila : 

a. diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan oleh PELANGGAN melalui PUSYANTEL, Call Cer.ter atau Internet, paling 
lainbat 1 bulan setelah tanggal batas akhir waktu pembayaran, dan 
b .. PELANGGMJ membayar uang ·titipan kepada TELKOM sejumlah uang yang d'sepakati oleli kadua belah pihak, mlnlmsl ssms 
dengan rata-rata pembayaran·taglhan 3 bu/an terakhir. ' 

Catalan : 

• 



TELKOM 
INDONESIA 

Perihal : Permintaan Pengiriman INTAGJASTEL 

Dengan ini, kami Pelanggan TELKOM, 

Kepada 
PT. TELKOM Tbk, 
u.p Kakandatel 
di 

Nama ........ .. .. .... . ... ... ... . . .. . .. . . . .. . ...... . ............... . .......... . 
Alamat .. . .. . . .. ..... . .... .. .. .. . ............... ......... .. . . ..... . 
Nomor Pelanggan 

Pelanggan fasilitas telekomunikasi : 

No Jenis .Jasa Nomor 
1 Telepon 

2 
3 

4 

Mohon dapat dikirimkan I tidak dikirimka 11 (*) lNTAGJASTEL setiap bu Ian ke alamat kami tersebut 
di atas, terdiri dari : 

a. Informasi Tagihan, yaitu in fo rmasi tentang besarnya jumlah tagihan secara keseluruhan (rekapitulasi) atas 
pemakaian jasa telekornunikasi, mas ing-masing 

I 

No 

I 

Jenis J asa Nomor 

~ 1 Telepon 

2 

3 

b. Informasi Rincian Tagihan. yaitu rincian atas pemakaian jasa telekomunikasi, masing - masing: 

Jenis J asa Nomor 

Telepon 

Atas pengiriman INTAGJASTE L h.: rscbut, ka 111i bersedia membayar biaya sebesar Rp . ...... ...................... . 
(sesuai tarif yang berlaku ·) yang tcrmasuk clalam unsur tagihan jasa telekomunikasi . 

Demikian kami sainpaikan, terimakasih atas perhatian clan kerjasamanya. 

· ·· ·· ···· · · ·· · ····, .. .. .. .. ..... .. .... .... 200 

Cata tan : ( ·) 
Bila tidak ingin berlangganan. poin t a. dan b. tidak perl u diisi. 
Tariflnfonnasi Tagihan Kandatel Surabaya Barat cla n Surabaya Timur Rp. 2000,­
Tarifinformasi Tagihan Kanda tel Malang, Madiun dan Jember Rp. 1.750,­
Tariflnfomiasi Rinci il n Ti1gihan scbcsar Rp. 1000,- / lembar. 

~ 2U 
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